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PRAKATA

Kesadaran Pajak adalah harapan pemerintah dalam
mensukseskan segala upaya sosialisasi, modernisasi, transparansi
untuk memantapkan kepribadian sebagai bangsa Indonesia
seutuhnya. Tetapi, semakin mumpuni pemahaman perpajakan
masyarakat Indonesia semakin meningkat pula peluang untuk
melakukan manajemen pajak. Karena pengetahuan dan
pemahaman akan hak dan kewajiban wajib pajak dalam sistem
pemungutan Self Assessment System diuji untuk melaporkan pajak
secara benar, lengkap dan jelas.

Buku Manajemen Pajak ini ditulis untuk menjawab
tantangan atas pengetahuan dan pemahaman wajib pajak.
Manajemen pajak dapat dilakukan tetapi harus sesuai peraturan
perpajakan. Jika terjadi penyimpangan ketentuan perpajakan tentu
terdapat konsekuensi materiil dan formil. Setiap materi dalam
buku ini disajikan dan dibahas secara apik dalam tinjauan atas
teori, konsep dan strategi penerapan manajemen pajak. Buku ini
membahas Tinjauan Umum Manajemen Perpajakan, Gambaran
Akuntansi  Pajak, Strategi Perencanaan Pajak, Tahapan
Perencanaan Pajak, Perencanaan Pajak atas Penyusutan,
Perencanaan Pajak atas Revaluasi Aset Tetap, Perencanaan Pajak
atas PPN dan PPnBM, Perencanaan Pajak atas PPh 21,
Perencanaan Pajak atas PPh Badan, Strategi Penghematan Pajak,
Pengoptimalan Pembayaran Pajak, Penutupan Usaha dan Strategi
Perpajakannya, Fenomena Keadilan Pengenaan Sanksi Pajak,
Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak, dan Manajemen
Perpajakan Perusahaan Multinasional.

Buku Manajemen Perpajakan ini dibuat berdasarkan
Ketentuan Perpajakan yang terbaru (UU Harmonisasi Perpajakan
2021) dan Standar Akuntansi Keuangan yang tertuang dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan serta referensi yang
dapat dipercaya dalam membangun konsep dan strategi dalam
menerapkan Manajemen Pajak. Namun, jika terdapat kekurangan
dan ketidaksempurnaan, penulis berharap saran dan masukan
dari para pembaca.
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BAB TINJAUAN UMUM

MANAJEMEN
PERPAJAKAN

Duwi Riningsih, S.E., M.Akt., C.FTax., C.FR.
Universitas Kadiri

A.Konsep Dasar Manajemen Perpajakan

Manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses atau
kegiatan  organisasi meliputi perencanaan (planning),
pengorganisasian (organizing) kemudian pengarahan (actuating)
dan pengawasan (controlling) (Lahada, 2018) dari keseluruhan
proses tersebut merupakan usaha-usaha yang diupayakan oleh
pihak manajemen yang secara bersama-sama menggunakan
sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan
organisasi yang telah ditetapkan.

Pajak merupakan suatu beban untuk perusahaan
sehingga meminimalkan beban pajak secara efektif dan efisien
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
merupakan salah satu tugas dari manajemen. Manajemen pajak
dapat dikatakan sebagai suatu strategi yang dijalankan oleh
manajemen untuk mengorganisasikan dan mengendalikan
aspek pajak dari sisi yang menguntungkan pihak perusahaan.
Selain itu, manajemen pajak merupakan sarana yang
digunakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya dengan benar dan meminimalkan resiko pajak
tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sehingga
perusahaan dapat memaksimalkan seluruh potensi bisnis yang
ada untuk mencapai laba dan likuiditas sesuai dengan tujuan
perusahaan (Marbun & Sudjiman, 2021).



kas agar tidak terdeteksi di rekening koran atas
transaksi penjualan tersebut.

2) Tidak melaporkan SPT

Surat pemberitahuan pajak merupakan bukti
konkrit wajib pajak telah melaksanakan kewajiban
perpajakannya sehingga pihak pajak akan melakukan
penilaian dan evaluasi terkait SPT yang sudah
diserahkan. Kaitannya dengan penyelundupan pajak
adalah wajib pajak dengan sengaja tidak
menyampaikan SPT dan juga tidak membayar
kewajiban perpajakannya.
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BAB

A.

14

GAMBARAN
AKUNTANSI PAJAK

Sri Nirmala Sari, S.E., M.Si.
Politeknik Bosowa

Definisi dan Informasi Akuntansi Pajak

Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
alinea keempat yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk
membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”
bahwa pada hakikatnya pajak merupakan jembatan emas
untuk menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera juga
sebagai sarana perekat kebersamaan hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara (DJP, 2016). Komitmen pemerintah
tertuang dalam UU/peraturan perpajakan untuk masyarakat
adil dan makmur hendaknya mendapat dukungan juga dari
para stakeholder yang memiliki kontribusi dalam penerimaan
pajak nasional. Bentuk kontribusi ini dapat berupa perhitungan
pajak dalam laporan keuangan perusahaan. Perhitungan pajak
dalam laporan keuangan adalah bentuk kesadaran pajak yang
didalamnya terdapat pengetahuan dan pemahaman atas
konsep perpajakan di Indonesia.

Laporan keuangan berbasis pajak merupakan kolaborasi
akuntansi murni dan akuntansi perpajakan. Laporan keuangan
juga mencerminkan proyeksi masa depan dan sustainability
perusahaan yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan



2. PPh Pasal 22

Koperasi Karyawan KAPASA menerima pembayaran
dari Kantor Humas Pemprov atas penyediaan furniture
berbahan kayu jati senilai Rp.350.000.000. Berapakah beban
PPh Pasal 22 dan bagaimana jurnalnya?

Jawaban:
Beban PPh 22 =1,5% x 350.000.000 = Rp 5.250.000

Jurnal Koperasi
Kas 344.750.000
Pajak dibayar dimuka PPh Psl 22 5.250.000
Penjualan 350.000.000

Jurnal Humas Pemprov

Furniture 350.000.000
Kas 344.750.000
Utang PPh Psl 22 5.250.000

D.Referensi
DJP, T. E. (2016). Materi Terbuka Kesadaran Pajak. Jakarta: Direktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI

Halim, A., Bawono, I. R, & Dara, A. (2014). Perpajakan (Konsep,
Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus). Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No. 46. Jakarta: IAL

Ilyas, W., & Priantara, D. (2015). Akuntansi Perpajakan. Jakarta:
Mitra Wacana Media.

Juan, N. E,, & Wahyuni, E. T. (2012). Panduan Praktis Standar
Akuntansi Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
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A.Konsep Pajak dan Pengambilan Keputusan

Pajak adalah kewajiban wajib pajak yang harus
dibayarkan kepada negara. Bagi karyawan, sebelum
mendapatkan gaji dan membelanjakannya untuk kebutuhan
pokok, gaji tersebut harus sudah dipotong pajak terutang (PPh
Pasal 21) dan disetorkan ke kas negara, sedangkan bagi
perusahaan, sebelum laba dibagikan kepada pemegang saham,
perusahaan harus terlebih dahulu melakukan pembayaran
pajak ke kas negara. Pajak merupakan beban bagi wajib pajak
yang dapat mengurangi penghasilan. Hampir sebagian besar
wajib pajak tidak ada yang sukarela dengan senang hati
membayar pajak. Wajib pajak membayar pajak karena sifatnya
yang memaksa, apabila tidak membayar akan terkena sanksi
yang dapat merugikan wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha
agar dapat membayar pajak serendah mungkin atau bahkan
menghindari pajak.

Dalam pengelolaan kewajiban pajak agar pajak terutang
sesuai dengan penghasilan yang diperoleh, wajib pajak dapat
melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan
upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal
(Darmansyah, 2022). Menurut Lumbantoruan (1994),
manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban
perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar
dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan
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tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga
kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

. Memutakhirkan rencana pajak (updating the tax plan): wajib

pajak perlu mempertimbangkan konsekuensi yang perlu
dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang
dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap
perkembangan yang akan datang maupun situasi yang
terjadi saat ini, wajib pajak akan mampu mengurangi akibat
yang merugikan dari adanya perubahan dan pada saat yang
bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk
memperoleh manfaat yang potensial.
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A.Sifat dan Pendekatan Perencanaan Pajak

Perencanaan perpajakan (tax planning) memberikan
langkah-langkah terbaik dalam rangka pelaksanaan kewajiban
perpajakan. Perencanaan perpajakan merupakan bagian dari
sistem manajemen perpajakan yang selanjutnya meliputi
langkah-langkah pengorganisasian, pengimplementasian, dan
pengendalian  perpajakan guna mencapai pemenuhan
kewajiban perpajakan yang minimum. Lebih detailnya,
perencanaan perpajakan pada hakikatnya suatu alternatif,
bagaimana memberlakukan beban pajak dengan semestinya
sehingga dapat mencapai pembayaran kewajiban pajak yang
minimum (Subroto, 2019).

Dasar diperlukannya suatu perencanaan perpajakan
terlepas dari berbagai pernyataan masyarakat. Berbagai
ungkapan yang dilontarkan dari mulut masyarakat, misalnya
“tidak perlu membayar pajak, jika itu bisa dihindari”.
Perkataan lain, misalnya “pajak itu mengurangi keuntungan,
sebaiknya ditiadakan”, atau ucapan yang lain, “pajak akan
menyengsarakan”.  Ungkapan-ungkapan tersebut perlu
diluruskan bahwasanya kewajiban membayar pajak oleh wajib
pajak harus dilakukan dengan itikad baik dan diperlukan
sistem perpajakan yang benar (tidak melanggar ketentuan
perundang-undangan) (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).
Dengan demikian, perencanaan perpajakan yang diberlakukan
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dapat terhindar dari sanksi perpajakan, baik sanksi
administrasi maupun sanksi pidana.
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A. Karakteristik Aset yang Disusutkan

Aset Tetap adalah aset yang memiliki 3 karakteristik
yaitu substansi fisik (ukuran pasti mengenai ukuran dan
bentuk) digunakan untuk kegiatan usaha perusahaan dan tidak
dijual kepada pelanggan. Aset perlu disusutkan untuk
mendapatkan nilai yang wajar. Untuk tujuan meningkatkan
cash flow, penyusutan dapat dipercepat karena jika
penyusutannya besar, maka pajak yang dibayar lebih kecil, dan
return on investment (ROI) menjadi tinggi. Menurut Allan P.
Murray, metode yang dapat digunakan untuk penyusutan
yang dipercepat (Ronowati, 2011), sebagai berikut:

1. Dipercepat (accelerated), misalnya dengan metode
penyusutan saldo menurun (declining) atau saldo menurun
ganda (double declining balance method).

2. Memperpendek umur manfaat (shorted life method).

3. Bebas (arbitrary deduction method, sesuai standar PSAK).

Selanjutnya, aset yang dapat disusutkan merupakan aset
yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Digunakan dalam kegiatan usaha (use in a trade or business),
aktiva yang boleh disusutkan adalah aktiva yang digunakan
untuk menjalankan usaha, misal: mesin, bangunan, dan
lainnya.
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Dengan demikian, dilihat dari hasil perhitungan
tersebut, perusahaan lebih memilih menggunakan metode
saldo menurun berganda dari pada metode garis lurus (karena
dilihat dari PV nilai sekarang, pada metode saldo menurun
lebih besar daripada dengan garis lurus, jika demikian yang
dipakai adalah saldo menurun. (karena untuk penyusutannya
lebih besar menggunakan metode saldo menurun daripada
garis lurus) ingat bahwa semakin besar pajak berarti, laba akan
kecil, dan biaya pajaknya pun akan kecil dan ROI akan
meningkat karena cashflownya tinggi.

Jadi, jika biaya penyusutannya tinggi maka akan
berdampak pada laba akan kecil, laba kecil berarti biaya
pajaknya juga kecil, biaya pajaknya kecil maka cashflownya
meningkat berarti ROI akan tinggi inilah korelasi kenapa biaya
penyusutan mempengarubhi laba.
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Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pajak
dan SAK

Revolusi aset adalah penilaian kembali aset tetap
perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap
tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap
dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh
devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam
laporan keuangan tidak lagi. Berdasarkan PSAK 16 yang baru,
perusahaan dapat memilih model biaya atau model revaluasi
sebagai dasar menilai aset setelah dimiliki. Aturan ini konsisten
dengan peraturan dalam IAS.

Revaluasi aset tetap menurut ketentuan PSAK 16 tahun
1994:

Diperkenankan standar menyebutkan “revaluasi aktiva
tetap tidak diperkenankan karena penilaian dengan
menggunakan harga perolehan, namun penyimpangan dari
ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan
pemerintah”. Ketentuan pemerintah tentang perpajakan
membolehkan entitas melakukan penilaian, sehingga revaluasi
aset diperkenankan mengikuti revaluasi aset menurut
ketentuan perpajakan. Berdasarkan ketentuan PSAK 16 tahun
1994, entitas melakukan penilaian kembali asetnya sesuai
dengan kebutuhan perusahaan. Biasanya revaluasi aset



D.

maka akan dikenakan tambahan pajak final sebesar selisih
tarif terakhir dikurangi 10% (25% - 10% = 15%) dikalikan
dengan keuntungan revaluasi aset.

Perhitungan pajak atas revaluasi (penilaian kembali)
aktiva tetap dengan dilakukannya revaluasi, biasanya akan
diperoleh peningkatan nilai aktiva tetap dari nilai
sebelumnya, yang merupakan selisih lebih dari nilai aktiva
tetap. Atas selisih lebih dari revaluasi di atas nilai sisa
buku fiskal semula, dan setelah dikompensasikan terlebih
dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumn
ya, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final
sebesar 10%.
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A.Konsep PPN dan PPnBM

Perencanaan dan manajemen pajak adalah sesuatu yang
dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang menginginkan
adanya penghematan pajak. Karena tujuan dari manajemen
pajak yang bersifat ekonomis, efektif, dan efisien. Dengan
menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini
perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan
peningkatan beban pembayaran pajak. Salah satunya adalah
dengan melakukan manajemen pajak pada Pajak Pertambahan
Nilai (PPN). Dalam melakukan manajemen pajak yang harus
diperhatikan ialah tidak melanggar peraturan yang berlaku,
secara bisnis reasonable, dan didukung dengan bukti-bukti
yang kuat.

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang
dibebankan kepada konsumen. Namun demikian, sebagai
pajak tidak langsung, maka tanggung jawab pemungutan pajak
pertambahan nilai dibebankan kepada pengusaha (penjual)
yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Hal ini
sesuai dengan konsep four maxim dari adam smith, di mana
salah satu asasnya adalah efisiensi, yaitu biaya pemungutan
pajak dilakukan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi biaya
administratif pemungutan pajak lebih besar daripada
penerimaan pajak itu sendiri. Dengan menjadikan PPN sebagai
pajak tidak langsung, maka pemerintah telah melakukan
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terdapat penyerahan dengan fasilitas PPN tidak
dipungut (kode faktur pajak 07);

f. Restitusi dipercepat. Proses restitusi yang dilakukan oleh
DJP paling lambat adalah 12 bulan sejak permohonan
lengkap. Namun demikian, terdapat mekanisme restitusi
dipercepat yang dinamakan pengembalian pendahuluan,
di mana prosesnya hanya memakan waktu 1 bulan saja.

C. Strategi Perencanaan atas PPnBM

PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping
PPN. Sehingga selain taxable entrepreneur dan taxable supply,
maka dia harus BKP yang mewah. Karakteristik barang mewah
adalah (1) Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan
pokok; (2) Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
(3) Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi; dan/atau (4) Barang yang dikonsumsi
untuk menunjukkan status. Sedangkan Klaus Heine (2012)
menjelaskan bahwa barang mewah haruslah memenuhi syarat
harganya mahal, kualitasnya bagus, estetika, kelangkaan,
unggul, dan mencerminkan simbolisme.

Berbeda dengan PPN yang dikenakan setiap rantai
distribusi barang sampai ke konsumen akhir (multistage tax),
PPnBM dikenakan hanya sekali (single stage tax), yaitu pada
saat impor atau saat penyerahan dari pengusaha, mana yang
terjadi lebih dahulu. Dengan demikian, manajemen khusus
PPnBM dilakukan dengan cara melakukan impor dalam bentuk
CKD (completely knock down), ketimbang CBU (completely build
up).
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A. Konsep PPh 21

Perencanaan pajak (tax planning) adalah refleksi dari fax
management. Tax management adalah serangkaian kegiatan yang
meliputi: tax planning, tax organizing, tax leading dan tax
controlling atas sumber daya yang dimiliki guna pemenuhan
kewajiban pajak secara efektif dan efisien tanpa melanggar
peraturan perpajakan. Salah satu jenis pajak yang dapat
dilakukan tax planning yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh
pasal 21). PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan
kepada orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh
sehubungan pekerjaan, jasa, jabatan serta kegiatan. Pihak yang
menerapkan tax planning PPh Pasal 21 sejatinya harus
memahami proses perencanaan pajak, fungsi manajemen pajak
hingga strategi tax planning PPh Pasal 21 yang dilakukan secara
komprehensif. Tax planning PPh Pasal 21 ini dilakukan guna
memenuhi kewajiban pajak secara benar dan legal dengan
menekan pembayaran pajak sekecil mungkin demi
mendapatkan laba serta likuiditas yang diinginkan.

Adapun dasar hukum pajak PPh pasal 21 diatur pada:

1. UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 21 tentang Pajak
Penghasilan Pasal 21.

2. UU No.16 Tahun 2009 perubahan dari UU No.6 Tahun 1983
tentang KUP.
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Konsep PPh Badan

Pajak merupakan salah satu tumpuan sektor penerimaan
negara, dalam rangka menjamin kelangsungan pembiayaan
pembangunan nasional. Bagi dunia usaha pajak merupakan
sumber biaya tanpa menerima imbalan langsung. Oleh sebab
itu, diperlukan suatu cara bagi perusahaan untuk menemukan
efisiensi beban pajak, salah satu cara yang digunakan yaitu
melalui perencanaan pajak (tax planning).

Tax Planning adalah proses pengilustrasian transaksi
yang terkait dengan kewajiban perpajakan agar jumlah pajak
yang dibayarkan menjadi seminimal mungkin namun masih
dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan PPh Badan merupakan bagian dari
Manajemen Perpajakan. Dalam hal ini, perencanaan pajak
menjadi serangkaian strategi dalam mengatur akuntansi dan
keuangan sebuah perusahaan guna meminimalisir pajak yang
disetorkan namun dengan cara yang tidak melanggar hukum
dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berikut ini adalah beberapa definisi Tax Planning yang
dikemukakan oleh pakar perpajakan, di antaranya:

1. Menurut Pohan (2013) tax planning adalah suatu proses
mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar
utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak



4. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa
melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui
penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan
dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga
batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk
penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan
faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan
penyerahan barang.

5. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi
mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang
merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22
atas impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa.
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Konsep Penghematan Pajak

Pemilihan bentuk usaha berpengaruh terhadap aspek
pajak khususnya PPh yang akan dihadapi seorang investor.
Banyak aspek lain yang perlu dipertimbangkan, seperti aspek
tanggung jawab pemegang saham, aspek kemudahan akses ke
pihak lain seperti bank, dan lain sebagainya. Namun, sudut
pandang aspek pajak ini setidaknya dapat dijadikan salah satu
pertimbangan dalam memilih bentuk usaha. Terdapat tiga
bentuk usaha apakah usaha tersebut perseorangan, badan
usaha yang modalnya tidak terbagi atas saham seperti CV,
FIRMA atau PT bentuk usaha tersebut tidak terbagi atas saham
dan memiliki keuntungan pajak tersendiri. Keuntungan
tersebut jika dibandingkan dengan usaha perseorangan adalah
pengenaan tarif pajak tertinggi yang lebih rendah
dibandingkan  tarif pajak tertinggi perseorangan.jika
dibandingkan dengan bentuk PT maka keuntungan CV adalah
tidak dikenakan pajak ganda atas pembagian laba atau dividen.

Usaha bisnis dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk.
Pembagian atas tiga bentuk badan usaha tersebut bersumber
dari Undang-Undang 1945 khususnya pasal 33. Pilihan bentuk
usaha secara umum adalah berbentuk perorangan, persekutuan
komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT). secara umum beban
total pajak PT akan selalu lebih besar dari CV, karena adanya
tambahan PPh pasal 23 yang harus dipotong dari dividen yang



atas dividen ini menjadi 35% sehingga total beban pajak atas PT
menjadi lebih besar lagi.
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BAB PENGOPTIMALAN
PEMBAYARAN
11/ ™

Kartika Pratiwi Putri, S.E., M.Ak.
Universitas Winaya Mukti

A.Konsep Optimalisasi Pembayaran Pajak

Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik
atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik
atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses
mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan
sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi (Kamus Besar
Bahasa Indonesia, 2012).

Definisi lain optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai
dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian
hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”.
(Poerwadarminta, 2014). Optimalisasi pajak adalah seperangkat
teknik dan pendekatan untuk perencanaan yang efektif
(minimalisasi) dari pajak yang tercantum dalam anggaran.
Dengan kata lain, optimalisasi pajak mengacu pada
mengurangi kewajiban pajak melalui tindakan yang sah yang
melibatkan penggunaan semua manfaat yang ada dan
disediakan oleh undang-undang pembebasan pajak dan teknik
dan metode lainnya dalam kerangka undang-undang yang ada.
(Leonov & Epifanova, 2018).

Optimalisasi pembayaran pajak ini merupakan suatu
langkah pengamanan yang harus dilakukan wajib pajak terkait
transaksi dengan pihak ketiga dan penjagaan cash flow
perusahan, yang tujuannya adalah untuk mendatangkan
penghematan pajak (Chairil, 2016). Optimalisasi perpajakan

107



Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis bahwa akan
lebih efisien apabila menggunakan pinjaman bank untuk
melunasi SKPKB, hal ini karena pinjaman bunga bank yang
ditambah dengan provisi penilai lebih rendah dibandingkan
dengan bunga pajak.
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BAB
PENUTUPAN USAHA
DAN STRATEGI
1 Z PERPAJAKANNYA

Gd. Ngurah Indra Arya Aditya, S.E., M.Si., BKP.
Universitas Pendidikan Nasional

A. Penyelesaian Kewajiban Perpajakan
1. Pembayaran

Cara pertama penyelesaian kewajiban pajak adalah
dengan membayarnya pada negara. Pembayarannya secara
lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas
negara. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya
sendiri atau menguasakannya pada pihak lain selama pihak
tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki
utang pajak. Selain itu, pembayaran ini perlu menggunakan
mata uang yang berlaku di indonesia, dalam hal ini adalah
rupiah.

2. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak
memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat
digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar
pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti
perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran,
adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Karena
itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan.

Wajib pajak dapat menghapus utang pajak
menggunakan cara ini dengan syarat ia wajib mengajukan
sendiri kepada pejabat pajak. Selain itu, wajib pajak tidak

117



1. PKP orang pribadi yang telah meninggal dunia;

2. PKP telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat
lain;

3. PKP yang pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan
dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP
lainnya;

4. PKP yang jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan
brutonya untuk 1 (satu) tahun buku tidak melebihi batas
jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan bruto untuk
pengusaha kecil dan tidak memilih untuk menjadi PKP;

5. PKP selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif
(non-efektif) dan secara nyata tidak menunjukkan adanya
kegiatan usaha; atau

6. PKP bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan
usahanya di Indonesia.

Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan juga dapat
dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dalam hal pencabutan
tersebut terkait dengan:

1. Hasil sensus pajak nasional;
2. Hasil konfirmasi lapangan atau pengawasan setelah
pengukuhan PKP;
3. Hasil kegiatan lain yang dilakukan oleh direktur jenderal
pajak.
Pencabutan pengukuhan PKP selain yang disebutkan di
atas, maka akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
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FENOMENA KEADILAN

PENGENAAN SANKSI
I 3 PAJAK

I Nyoman Putra Yasa., S.E., M.Si., BKP., C.FTax.
Universitas Pendidikan Ganesha

A.Konsep Keadilan dalam Bidang Perpajakan

Pajak saat ini merupakan sumber terbesar dalam
penerimaan negara. Sebagai fungsi anggaran (budgetair) pajak
sangat diperlukan dalam rangka membiayai pengeluaran
negara (Yasa & Martadinata, 2019). Selain sebagai fungsi
anggaran, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi
mengatur. Dalam hal sebagai fungsi mengatur, pajak mengatur
tatanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat misalnya
pembebasan tarif pajak atas kegiatan ekspor dengan harapan
dapat menumbuhkan industri dalam negeri yang nanti mampu
bersaing di tingkat internasional. Oleh sebab itu, keberadaan
peraturan atau regulasi sangatlah penting untuk dapat
menjalankan fungsi-fungsi dari perpajakan tersebut. Aturan
perpajakan sebagai salah satu regulasi negara yang tentunya
memiliki sanksi-sanksi yang mengikat yang harus dilaksanakan
oleh wajib pajak. Sanksi-sanksi ini dirancang tentunya
bertujuan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang
perpajakan. Namun demikian Menurut Darmayasa (2019),
walaupun sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan
kepatuhan, penyusunan sanksi ini wajib memperhatikan aspek
keadilan terhadap masyarakat.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara
yang sangat berfungsi dalam pembangunan. Pemungutan
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dengan penyesuain terhadap ketentuan yang berkaitan
penyimpanan dokumen, dimana penyimpanan dokumen
dilakukan paling lama adalah selama 10 tahun.
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BAB
STRATEGI MENGHADAPI

1 4 PEMERIKSAAN PAJAK

Dr. Rukun Santoso, S.E., M.M., M.Si.
Universitas Islam Jakarta

A.Kriteria Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak pada hakikatnya mengumpulkan dan
mengevaluasi bahan bukti atau dokumen-dokumen pajak wajib
pajak yang dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di
bidangnya. Pemeriksaan pajak esensialnya merupakan langkah
pengawasan terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak secara
self assessment. Tujuannya untuk menegakkan hukum
perpajakan demi keberhasilan penerimaan pajak (Wahyudi &
Sanjaya, 2018).

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) -sebagai pihak yang bertugas melakukan
pemeriksaan pajak- lebih cenderung kepada audit ketaatan
(compliance audit) (Anta, 2018). Hal ini bertujuan menguji
kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban
perpajakannya. Selain itu, yang tak kalah pentingnya untuk
membuktikan  sejauh mana  pelaksanaan = pemenuhan
perundang-undangan perpajakan wajib pajak. Pelaksanaan
pemeriksaan pajak ini lebih berfokus kepada penelusuran
terhadap kebenaran Surat Pemberitahuan Pajak (SPT),
pembukuan aktivitas wajib pajak, dan pemenuhan kewajiban
pajak daripada aktivitas usaha sesungguhnya dari wajib pajak
(Darmayasa, 2022).

Harapan besar dari pelaksanaan pemeriksaan pajak
adalah adanya peningkatan kepatuhan pajak (Harmawati &
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4. Permohonan keberatan, dapat dilakukan bila wajib pajak
tidak menyetujui suatu ketetapan pajak atau pemotongan
pajak yang dilakukan pihak lain.

5. Permohonan banding, yaitu upaya paling akhir yang bisa
dilakukan wajib pajak, bila upaya-upaya di atas tidak
disetujui.
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BAB MANAJEMEN
PERPAJAKAN

PERUSAHAAN
MULTINASIONAL

Kun Ismawati, S.E., M.Si.
Universitas Surakarta

A.Konsep Perpajakan Internasional

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Pajak dari sisi ekonomi
merupakan pemindahan sumber daya sektor privat
(perusahaan) ke sektor publik yang dapat mempengaruhi daya
beli sektor privat serta dianggap sebagai beban yang akan
mengurangi laba bersih. Negara berada di pihak yang
menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan utama untuk
pengeluaran negara dan pengeluaran pembangunan (Suandy,
2016).

Upaya minimalisasi pajak dilakukan oleh sektor privat
dalam berbagai cara, baik secara benar hingga yang melanggar
peraturan perundangan (ilegal), namun umumnya dilakukan
perencanaan pajak dengan tetap mempertahankan proses agar
utang pajak berada pada jumlah minimal tapi masih dalam
bingkai aturan perpajakan. Beberapa faktor penyebab masih
adanya penghematan pajak ilegal yakni:

1. Jumlah pajak, semakin besar jumlahnya akan semakin
meningkatkan upaya penghematan secara ilegal;

2. Biaya suap fiskus, semakin kecil biaya tersebut akan
semakin meningkatkan upaya penghematan secara ilegal;
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multinasional untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan
sebaik-baiknya, sehingga hak dan kewajiban wajib pajak
terpenuhi sesuai aturan negaranya masing-masing. Herwanto,
et al. (2021) berpendapat bahwa kekuatan dapat ditingkatkan
dari dalam perusahaan dengan cara selalu menambah
kompetensi perpajakan para karyawan akuntansi. Mereka
dapat secara rutin diikutkan dalam berbagai pelatihan tax
planning dan perpajakan.
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